
 

 

ABSTRAK 

 
Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh menyatukan bahwa warisan yang belum terbagi 

menggantikan ahli waris yang berhak dan merupakan Subjek Pajak. Warisan yang belum 

terbagi merupakan Subjek Pajak pengganti, oleh karena itu atas penghasilan yang diwariskan 

dikenakan pajak. NPWP yang disetorkan ahli waris menentukan pajak penghasilan warisan 

yang belum terbagi. Kesimpulannya, warisan yang belum terbagi dikenai pajak karena 

menggantikan ahli waris yang nerhak menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh. Pasal 2A UU 

PPh secara jelas megatur kepan kewajiban pajak subjektif atas warisan yang belum terbagi 

dimulai dan berakhir, namun tidak menentukan status subjek, tariff, maupun tata cara 

pengenaan pajak, sehingga ketentuan tersebut belum memenuhi asas kepastian hokum. 

Warisan yang belum terbagi bertentangan dengan keadilan perpajakan secara vertical dan 

horizontal. Warisan yang belum terbagi dikenakan pajak penghasilan untuk menggantikan 

ahli waris yang sah. Aturan warisan yang belum terbagi dalam UU PPh bertentangan dengan 

kejelasan hokum dan keadilan. Sosialisasikan warisan yang belum terbagi sebagai topic pajak 

penghasilan, ubah UU PPh untuk menciptakankepastian hokum, dan tunda pajak 

pengahasilan hingga jelas siapa ahli waris yang berhak. Warisan harus menggunakan NPWP 

ahli waris dan tidak melebihi masa kadaluarsa. 
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